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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Rumusan ini dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada setiap warga sebagai hak konstitusionalnya. Bekerja merupakan cara manusia mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia karena dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang meskipun selalu harus dihadapkan dengan kenyataan terbatasnya lapangan kerja di negara ini.
Definisi dari Ketenagakerjaan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan definisi Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, Penempatan tenaga kerja, Hubungan industrial, dan Wajib lapor ketenagakerjaan.
Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi data dan informasi ketenagakerjaan yang baik. Apabila telah tersusun kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan maka kemungkinan besar masalah ketenagakerjaan akan dapat dipecahkan secara benar pula. 
Untuk dapat menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat dan benar tersebut sangat ditentukan oleh dukungan sistem informasi ketenagakerjaan yang baik dan handal. Sistem informasi ketenagakerjaan yang dimaksud di sini menyangkut arus data dan informasi dari sumber data ke tempat pengolahan dan seterusnya ke pengguna data dan informasi ketenagakerjaan khususnya para pengambil dan penyusun kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan. Dalam era otonomi saat ini, masalah arus data dan informasi ketenagakerjaan ini mengalami kemunduran.

Kita tentu memahami bahwa hukum tidak sebatas sebagai perangkat norma atau sejumlah kaidah, tetapi hukum merupakan fakta sosial yang empiris. Hukum selain dikonsepsikan sebagai law as what it is in the books, hukum juga dikonsepsikan secara empiris sebagai law as what is (functioning) in society[footnoteRef:1]. Dengan kata lain, hukum tidak lagi berdiri sebagai norma-norma yang eksis secara ekslusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal, melainkan merupakan gejala empiris yang teramati di dalam pengalaman. Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang nyata di dalam masyarakat dan empiris wujudnya, yang bekerja dengan hasil efektif atau tidak efektif.   [1:  Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2003, hal. 3.] 

Kota Serang adalah sebuah daerah otonom yang merupakan ibukota Provinsi Banten serta sebagai daerah penyangga ibukota Negara Republik Indonesia yaitu DKI Jakarta. Sebagai daerah penyangga DKI Jakarta di Kota Serang banyak Tenaga Kerja di segala bidang perekonomian.
 Pada tahun 2013, Kota Serang telah mengundangkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Dalam perda tersebut masih memuat ketentuang yang mengatur tentang pengawasan ketenagakerjaan yang merupakan bukan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi serta mengatur juga tentang penyandang cacat yang telah mengalami penggantian Undang-undang menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang telah berubah dan tidak berlaku atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru yang kemudian akan di bahas dalam bab selanjutnya dalam Naskah Akademik Ini yang akhirnya merekomendasikan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan berubah diatas 50% sehingga perlu di cabut dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah ini.
Berdasarkan pemaparan tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang berinisiatif membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Inisiatif pembentukan rancangan peraturan Daerah tersebut dikaji melalui naskah akademik yang diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
B. Identifikasi Masalah

[bookmark: _Hlk514850288]Identifikasi masalah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Serang tentang Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:
1) Bagaimanakah penyusunan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Serang?
2) Mengapa harus ada pengaturan Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Serang?
3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Serang?
4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Serang?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 

1. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Serang tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Serang dirumuskan sebagai berikut:
1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi mengenai Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Serang sebagai solusi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Serang.
3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Serang tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Serang.
4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Serang tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Serang.

2. Kegunaan

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di wilayah Kota Serang sehingga dapat menjadi pedoman awal dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Serang dari DPRD Kota Serang untuk dibahas bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang dan stakeholder terkait sehingga Raperda ini setelah disahkan menjadi Peraturan Daerah dapat berlaku efektif.
D. Metode

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan.[footnoteRef:2] Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.[footnoteRef:3] Secara sederhana, maka metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.[footnoteRef:4] [2:   Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RaJawali Pers, Jakarta, 2003, Cetakan kelima, hlm. 25]  [3:     Ibid.]  [4:   Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cetakan ketiga, hlm. 17.] 

Metodologis dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap telah sesuai dengan metode atau dengan suatu cara-cara tertentu, sedangkan sistematis adalah rangkaian berdasarkan suatu sistem yang berkaitan dan tersusun secara teratur. Sedangkan konsisten berarti tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.
Metode penelitian yang digunakan dalam naskah akademik ini dilakukan dengan mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini merupakan penelitian hukum yang diteliti dan dikaji terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, maupun terhadap perbandingan hukum.[footnoteRef:5] Data yang dipergunakan adalah data sekunder. [5:   Ibid, hlm. 12.	] 

Data sekunder dilakukan melalui penelusuran dan studi pustaka dengan bersumber pada:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dari mulai:
1. [bookmark: _Hlk518470805]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [bookmark: _Hlk518486053]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Consering Minimum Age For Adminsion to Employment (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Tentang Pelarangan Dan Tindakan Serta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi  Banten;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
12. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
13. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
16. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;
17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Dan Besaran Tarif Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Kerja;
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jamina Sosial Tenaga Kerja Indonesia;
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor 1 Tahun 2017 Tentang stuktur dan Skala Upah;
22. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan naskah akademik ini. 
b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku literatur, buku pedoman, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan naskah akademik yang sedang dibahas.
c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum pendukung yang memperkuat argumentasi maupun gagasan yang diajukan. Bahan tersebut dapat berupa Kamus Bahasa Indonesia, maupun sumber bacaan tertier lainnya seperti katalog informasi maupun bahan ilmiah berbasis internet.
Analisis terhadap bahan hukum dan data yang diperoleh selanjutnya dilakukan berdasarkan metode deskriptif analitik, yaitu penelaahan terhadap konsep-konsep pemikiran, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan penyusunan tematika yang dibahas dan selanjutnya dipaparan secara deskriptif agar dapat dibaca secara lebih utuh dan komprehensif.[footnoteRef:6] [6:  Meuwissen. D.H.M. Teori Hukum Arief Sidharta (penerjemah). Dalam Pro justicia. Jurnal Hukum UNPAR. No.2. April 1994. Tahun XII. Bandung.] 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,  Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
Sistematika penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun sistematika penyusunan naskah akademik tersebut terdiri dari:
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BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Umum tentang Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan atau tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi, oleh karena itu tenaga kerja sangat penting dalam kegiatan ekonomi maupun perekonomian suatu negara. Tanpa adanya tenaga kerja bisa dipastikan kegiatan perekonomian akan lumpuh dan tidak akan berjalan.
Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu seblum, selama, dan sesudah masa kerja. 
Menurut Imam Sopomo, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah  suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Menurut Molenaar, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah bagian segala hal yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja.
Ketenagakerjaan tidak selalu berhubungan dengan subyek, melainkan dengan berbagai faktor seperti sebelum masa kerja ada masalah kesempatan kerja yang sempit, lalu selama masa kerja ada masalah penggajian atau kualitas tenaga kerja yang rendah, dan sesudah masa kerja ada masalah pemenuhan hak pensiun atau yang lainnya. 
Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kemasyarakatan.
Tenaga kerja menurut Dr.A.Hamzah SH, tenaga kerja meliputi tenaga kerja yag bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proser produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994, Tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan social tenaga kerja karena adanya pentahapan kepesertaan[footnoteRef:7]. [7:  https://bundaliainsidi.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-tenaga-kerja-menurut-para.html, diakses pada tanggal 24 Mei 2018.] 

Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia, di dalamnya meliputi buruh. Buruh yang dimaksud adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian (Siswanto, 1989: 9).
Masalah ketenagakerjaan banyak dialami banyak negara termasuk Indonesia. Masalah ketenagakerjaan timbul karena beberapa faktor seperti kesempatan kerja yang rendah, pendidikan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan lain sebgaainya. Berikut masalah yang sering muncul dari ketenagakerjaan Indonesia :
1. Kualitas tenaga kerja yang rendah, timbul dari tingkat pendidikan yang rendah, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Tingkat pendidikan yang rendah ini biasanya terjadi akaibat kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia yang belum mampu menempuh pendidikan yang tinggi. Akibatnya saat memasuki usia angkatan kerja timbulah masalah atas tenaga kerja yang rendah.
2. Jumlah kesempatan yang rendah, timbul akibat dari produktivitas masyarakat yang rendah sehingga jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Jika jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja, maka akan timbul masalah pengangguran.
3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Pembangunan ekonomi yang tidak merata mengakibatkan persebaran tenaga kerja tidak merata. Sehingga tingkat kesejahteraan suatu daerah dengan daerah lain tidak seimbang. Selain itu tidak meratanya pembangunan ekonomi dapat berimbas pada persebaran penduduk yang tidak merata.
4. Masalah pengangguran tetap menjadi masalah paling besar dalam ketenagakerjaan Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk Indonesia yang tidak dibarengi dengan kesempatan kerja yang cukup. Selain itu rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor dalam maslaah pengangguran ini.

2. Tinjauan Umum Tentang Sistem Informasi

Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen system tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan relevan yang dibutuhkan orang untuk menambah pemahamanannya terhadap fakta-fakta yang ada. Seringkali informasi disamakan dengan data, padahal data dan informasi memiliki perbedaan substansi yang cukup mendasar. 
Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian/kesatuan nyata yang terjadi pada saat tertentu. Data mengacu pada fakta berupa angka-angka, teks, dokumen, gambar, bagan, kode tertentu, serta bentuk lainnya. Data yang diolah dengan diproses melalui sistem tertentu, sehingga memiliki nilai bagi seseorang, maka data tersebut telah berubah menjadi informasi. Data merupakan bentuk yang belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya, sehingga diperlukan suatu proses/model untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. 
Sebuah kebijakan yang diambil oleh seorang manajer bukan bertolak dari data melainkan dari data yang telah diolah misalnya: informasi tentang jumlah siswa dalam suatu sekolah merupakan data namun apabila jumlah siswa tersebut telah diproses sehingga ditemukan kecenderungan siswa, misalnya presentase tingkat putus sekolah, maka ini dikatakan sebagai informasi. Dengan demikian informasi mengandung pengertian sebagai data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan. 
Suatu informasi bisa mejadi bahan bagi pengambil keputusan harus memenuhi syarat sebagaimana yang   dibutuhkan oleh kepala sekolah dalam rangka   pengambilan keputusan yang harus segera dilakukan. Syarat informasi dalam manajemen diklasifikasikan sebagai berikut[footnoteRef:8] : [8:  Tata Subari, Analisa Sistem Informasi, 2004. hal 23-24.] 

1. Informasi yang tepat waktu 
Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Apabila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi organisasi. Saat ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi itu didapat sehingga diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya. 
2. Informasi yang relevan 
Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya.  Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang berbeda-beda Dalam menunjang proses manajemen suatu organisasi membutuhkan informasi yang relevan permasalahan, misi dan tujuan organisasi. 
3. Informasi yang bernilai 
Selain relevan suatu informasi harus bernilai/bermanfaat bagi organisasi. Karena itu informasi harus dapat tersaji sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan dapat diambil manfaatnya oleh organisasi yang bersangkutan. 
4. Informasi yang dapat dipercaya 
Informasi yang disajikan pada manajer hendaknya diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya serta dapat dijamin tingkat kepercayaannya oleh pengolah data atau pemberi informasi. 
Suatu informasi bisa menjadi bahan bagi pengambil keputusan dalam tahapan tertentu, tetapi bisa pula merupakan bahan mentah bagi pengambil keputusan untuk tahapan berikutnya. Sehubungan dengan hal tersebut tantangan yang lebih besar untuk memperoleh informasi yang efisien adalah: 
1. Kemampuan untuk memberikan macam dan jumlah informasi yang benar-benar dibutuhkan. 
2. Menyampaikan informasi yang memenuhi persyaratan dan mudah dimengerti pimpinan sekolah. Informasi yang baik dan memenuhi persyaratan adalah: lengkap sesuai kebutuhan, terpercaya dan masih aktual (up to date).
 Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, maka data yang diterima juga harus lengkap. Kriteria data atau fakta yang dijadikan bahan untuk informasi ialah: 
1. Relevan; 
2. lengkap/mendetail; 
3. baru; 
4. sesuai dengan tempat; 
5. tidak melanggar efisiensi kerja. 
Selain yang tersebut di atas, menurut Johnson diharapkan informasi itu memiliki syarat-syarat sebagai berikut[footnoteRef:9] : [9:  Tesis syamsul Ma’arif, mekanisme pengambilan keputusan di Pesantren Sidogiri, Pasuruan] 

1. intregatif,  
2. untuk jangka waktu tertentu,  
3. cukup mendetil,  
4. berorientasi pada masalah yang akan datang.  
Lebih jelas lagi yang disebut dengan informasi up to date adalah: 
1. Akurat 
Data harus bebas dari kesalahan, data hendaknya menyajikan secara wajar kondisi lingkungan yang melatar belakangi persoalan yang hendak dipecahkan.
2. Efektivitas biaya 
Biaya untuk menyediakan data tidak boleh lebih dari nilai atau manfaatnya.
3. Mutakhir 
Data hendaknya mencerminkan kondisi lingkungan yang terakhir dan terbaru, bukan kondisi yang sudah kadaluarsa. 
4. Dapat dipercaya 
Data yang digunakan spesialis harus memunculkan hasil yang sama bila digunakan orang lain dalam kondisi serupa. 
5. Dapat digunakan dan selama mungkin 
Data hendaknya tidak perlu dirubah-rubah sebelum digunakan. 
Informasi merupakan hal yang sangat penting dan berharga, maka dari itu orang-orang yang memiliki informasi menjadi orang yang punya 'kekuatan'. Pengertian informasi atau definisi informasi adalah data yang diolah dan dibentuk menjadi lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Informasi merupakan pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan keterangan atau pengetahuan maka dengan demikian sumber informasi adalah data.  
Data adalah kesatuan yang menggambarkan suatu kejadian atau kesatuan nyata. Informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Pemanfaatannya telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, apalagi karena metode atau cara penyampaiannya yang telah dilakukan sedemikian canggihnya sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi. Di negara negara maju pemanfaatan teknologi informasi sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat sehingga secara mandiri mereka dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk menambah pengetahuannya.  
Era teknologi informasi yang berkembang pesat ditandai dengan tingginya minat masyarakat akan informasi dihubungkan dengan ketersediaan sistem informasi yang memadai. Hal ini disebabkan karena telah muncul kesadaran ditengah-tengah masyarakat bahwa informasi merupakan faktor penunjang kehidupan manusia. Saat ini, peran informasi telah berkembang pesat, sebab tanpa adanya informasi yang memadai maka komunikasi yang ingin disampaikan kepada konsumen akan terganggu dan terhambat. Dengan adanya informasi, seseorang dapat mengetahui keadaan sesamanya dan keadaan sekitarnya, sehinggadapat menyingkapinya dengan benar.  Masyarakat perlu berbagai informasi untuk merasa nyaman dan aman. Selain itu, masyarakat juga memerlukan informasi untuk meningkatkan kepekaan mereka terhadap lingkungan, baik di sekitar mereka maupun tidak.  
Kegunaan Informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari pemerintah untuk memenuhi rasa aman dan nyaman tersebut. 
Penciptaan rasa aman dan damai akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kredibilitas pemerintah untuk menggalang solidaritas sosial melalui peningkatan saling percaya dan harmoniantar kelompok dan golongan masyarakat baik di wilayah konflik maupun untuk menjaga secaraterus menerus rasa aman dan damai di wilayah-wilayah lainnya. 
Instansi-instansi yang dikelola oleh pemerintah dan bekerja dengan tujuan menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan masyarakat tentunya harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara benar. Masyarakat kini dapat meminta informasi yang mereka butuhkan dengan tujuan transparansi demi kebutuhan bersama, yang disebut informasi publik.  
Pemerintah Indonesia telah memahami hal tersebut dan membuat sebuah undang-undan baru. Kini, siapapun boleh mengakses informasi setiap instansi penyelenggara negara dengan landasan Undang-Undang (UU) 14/2008 tentang Kebebasan Informasi Publik Terbitnya UU 14/2008 ini menjadi salah satu titik terang akan pemerintahan good governance yang kita idam-idamkan di Indonesia selama ini. Melalui UU ini, diharapkan transparansi dari pemerintah akan meningkat.  
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Selain itu, diharapkan dapat terjadi perubahan pola pikir masyarakat yang terstrukur menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan proses pembangunan sosial bersifat intervensi Menurut Midgley (2005:38-41), peningkatan perubahan dalam kesejahteraan sosial terjadi karena adanya usaha-usaha yang terencana yang dilakukan oleh para pelaku perubahan, bukan terjadi secara natural karena bekerjanya sistem ekonomi pasar atau dengan dorongan historis. Proses pembangunan sosial lebih tertuju pada manusia yang dapat mengimplementasikan rencana dan strategi yang spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan sosial.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sudah diterapkan sejak 1 Mei 2010 dan berjalan di Indonesia. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengakses informasi dari Pemerintah. Negara dianggap masih segan terbuka dalam menyampaikan informasi yang seharusnya bisa dikonsumsi publik. Meskipun saat ini sebagian masyarakat sudah sadar akan dampak pemberlakuan Undang Undang itu dapat membuka akses dalam mendapatkan informasi serta sebagai sarana mengawasi kebijakan publik, namun dalam pelaksanaannya belum banyak yang memanfaatkan secara optimal. Penyebab sulitnya penyerahan informasi dari instansi pemerintah disinyalir karena kurangnya pemahaman para pejabatnya mengenai Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Masih banyak aparatur negara didaerah yang belum memahami atau bahkan belum mengetahui bahwa UU KIP telah diberlakukan sejak tahun 2010.  
Sosialisasi UU KIP kepada para pejabat di badan publik penting dilakukan karena dalam pratiknya masih terdapat sejumlah kekeliruan yang terjadi saat memberikan informasi. Beberapa diantaranya bahkan seperti membuat interpretasi sendiri terhadap peraturan yang berlaku. Tak jarang memberikan informasi publik padahal informasi yang diminta bukan menjadi domain atau yang dikuasai pemberi informasi. Bahkan tidak sedikit yang menyepelekan batas waktu penyampaian informasi publik. Hal ini tentunya merugikan masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Memang ada kalanya, permintaan informasi oleh masyarakat tidak dilayani atau mungkin kurang ditanggapi oleh instansi terkait. Tentunya hal ini dapat memicu timbulnya masalah atau diantara masyarakat dan pemerintah.  
Berkat Undang Undang Nomor 14 tahun 2008, masyarakat dapat mengajukan sengketa langsung kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) yang dituju untuk mendapatkan informasi. Namun sangat disayangkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak memahami hal-hal mengenai sengketa informasi. Karena itu, peneliti mencoba untuk mengupas lebih dalam mengenai sengketa informasi untuk memahami lebih dalam tentang permasalahan ini. 

a) Keterbukaan Informasi Publik  
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Tentunya berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan informasi adalah hak setiap warga negara. Hak atas informasi ini dijamin oleh Konstitusi atau Undang Undang Dasar 1945. Pada pasal 28F dinyatakan: 
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 
Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi sehingga dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Pengertian Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan berkaitan dengan kepentingan publik. UU KIP mengatur jenis dan klasifikasi informasi publik. 

b) Informasi Publik  
Dengan adanya sengketa informasi, harus dilakukan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok orang Indonesia, atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi. 
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi. Komisi Informasi dibentuk di tingkat Pusat dan di tingkat Provinsi. 
Komisi Informasi juga dapat dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota jika masyarakat menganggap diperlukan. Pembiayaan Komisi Informasi berasal dari dana APBN untuk Komisi Informasi Pusat dan APBD untuk Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota. Komisi Informasi merupakan lembaga negara yang independen, bertanggungjawab kepada DPR atau DPRD, Selain menyelesaikan sengketa informasi baik melalui mediasi maupun ajudikasi. Komisi Informasi juga mempunyai fungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksananya serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi. Standar layanan yang dimaksud adalah standar pelayanan informasi yang harus dipenuhi oleh badan publik dan lebih lanjut Komisi Informasi akan mengatur tentang tatacara mendapatkan informasi publik.    
Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.  
Informasi adalah data yang diolah dan dibentuk menjadi lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, informasi merupakan hal yang sangat penting dan berharga, maka dari itu orang-orang yang memiliki informasi menjadi orang yang punya 'kekuatan'. Informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Pemanfaatannya telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, apalagi karena metode atau  cara penyampaiannya yang telah dilakukan sedemikian canggihnya sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi. 

3. Sejarah Perkembangan Sistem Informasi
Pada awalnya sistem informasi tidak harus dikaitkan dengan teknologi informasi, namun seiring perkembangan jaman, saat ini suatu sistem informasi tidak dapat lepas dari penggunaan teknologi informasi.
Penggunaan teknologi informasi pada suatu sistem informasi mulai berkembang sekitar tahun 1960an. Pada periode tersebut, sistem informasi yang digunakan masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan teknologi perangkat keras maupun perangkat lunak masih sangat jauh jika dibandingkan dengan kondisi sekarang. Tujuan utama sistem informasi pada saat itu adalah untuk melakukan otomatisasi proses bisnis yang berjalan pada organisasi.
Pada periode sekitar tahun 1970an, sistem informasi sudah lebih berkembang. Perkembangan sistem informasi saat itu didominasi dari sudut pandang data. Teknologi basis data saat itu berkembang cukup pesat. Jadi, fokus utama sistem informasi saat itu adalah penyimpanan dan pengaksesan data. Pada saat itu sistem informasi biasanya masih digunakan pada suatu bagian organisasi, khususnya bagian keuangan. Oleh karena itu, kita sekarang sering kali melihat pada suatu organisasi, departemen/bagian sistem informasi (kadang juga disebut bagian teknologi informasi) berada di bawah departemen keuangan.
Pada periode tahun 1980an, sistem informasi berkembang lebih ke arah CSCW (Computer Support Cooperative Work). CSCW adalah aplikasi yang mendukung kerjasama dalam organisasi, misalnya pemanfaatan email, dokumen editor, dan lain-lain. Pada periode ini, sistem informasi mulai mengarah ke bentuk client server. Selain itu, pada periode ini pemanfaatan sistem informasi sudah mulai bertambah luas. Sistem informasi sudah dimanfaatkan pada bermacam-macam bagian organisasi, misalnya bagian keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan lain-lain.
Pada tahun 1990an, internet berkembang sangat cepat. Perkembangan tersebut juga mendorong perkembangan sistem informasi. Sistem informasi mulai dimanfaatkan teknologi internet maupun teknologi web. Pada saat itu usaha untuk membuat suatu sistem informasi yang terintegrasi untuk seluruh organisasi sudah mulai dilakukan. Perusahaan-perusahaan perangkat lunak besar di dunia juga mulai mengembangkan sistem informasi yang disesuaikan dengan best practice yang ada, misalnya aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management), dan lain-lain.
Pada tahun 2000an, sistem informasi berkembang semakin pesat. Perkembangan ini didorong dengan semakin berkembangan teknologi internet, dengan kapasitas semakin besar dan harga yang semakin murah. Sudah banyak organisasi yang telah mengintegrasikan sistem informasi mereka dengan sistem informasi organisasi lain untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut.
Pada masa mendatang, sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang sangat cepat, mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem informasi tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien.

4. Tinjauan Umum tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan
Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan :
a. Jaringan Informasi
b. Sumber Daya Manusia
Pengertian sumber daya manusia menurut para ahli :
1) Sonny Sumarsono (2003, h 4), Sumber Daya Manusia atau human recources mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.
2) Mary Parker Follett Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
Definisi ini, yang dikemukakan oleh Mary Parker Follett, mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlakukan, atau dengan kata lain dengan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
Manajemen memang dapat mempunyai pengertian lebih luas dari pada itu, tetapi definisi di atas memberikan kepada kita kenyataan bahwa kita terutama mengelola sumber daya manusia bukan material atau finansial.
Di lain pihak manajemen mencakup fungsi-fungsi perencanaan (penetapan apa yang akan dilakukan), pengorganisasian (perencanaan dan penugasan kelompok kerja), penyusunan personalia (penarikan, seleksi, pengembangan, pemberian kompensasi, dan penilaian prestasi kerja), pengarahan (motivasi, kepemimpinan, integrasi, dan pengelolaan konflik) dan pengawasan.
3) M.T.E. Hariandja (2002, h 2) Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.
4) Mathis dan Jackson (2006, h.3) SDM adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.
Demikian pula menurut The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) dalam Mullins (2005). Sumber daya manusia dinyatakan sebagai strategi perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan untuk mengelola manusia untuk kinerja usaha yang optimal termasuk kebijakan pengembangan dan proses untuk mendukung strategi.
5) Hasibuan (2003, h 244) Pengertian Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.
SDM terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolok ukurnya Intelegence Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ).

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip dan Tujuan yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Istilah asas berarti dasar prinsip, pedoman, pegangan, atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dikenal asas formil dan asas materil, sebagaimana yang dikemukakan oleh I.C. Van der Vlies adalah sebagai berikut: 
a. Asas-asas formil, meliputi: asas tujuan yang jelas, asas organ, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. 
b. Asas materil meliputi: asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama, asas kepastian, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan inidvidu. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat ketentuan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:
1. Kejelasan tujuan; maksudnya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; maksudnya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang tidak dibuat oleh pejabat pembentuk yang berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; maksudnya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Dapat dilaksanakan; maksudnya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; maksudnya bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan; maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan; maksudnya bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan sebagai sarana yang maksimal untuk mencapai kesejahteraan dapat lebih terwujud.
Asas-asas yang harus terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah sebagai berikut :
1. Pengayoman; maksudnya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberi perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. 
2. Kemanusiaan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menceminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Kebangsaan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kekeluargaan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berasaskan Pancasila.
6. Bhineka Tunggal Ika; maksudnya adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya  khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Keadilan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. Ketertiban dan kepastian hukum; maksudnya adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Wilayah[footnoteRef:10] [10:  BPS Kota Serang, Kota Serang Dalam Angka 2014, Serang, 2014] 

Kota Serang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Serang yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan pada 17 Juli 2007 kemudian dimasukan dalam lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007 dan tambahan lembaran Negara Nomor 4748, tertanggal 10 Agustus 2007. Sebagai ibukota provinsi, kehadiran Kota Serang adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten.
Luas Wilayah Kota Serang 266.7 km2. Secara geografis Kota Serang terletak antara 50 99’ – 60 22’ Lintang Selatan dan 1060 07’ – 1060 25’ Bujur Timur. Apabila memakai koordinat sistem UTM (Universal Transfer Mercator) Zone 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m2  sampai dengan 638.600 m2  dari barat ke timur, dan 9.337.725 m2 sampai dengan 9.312.475 m2 dari utara ke selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan adalah sekitar 21,7 km dan jarak terpanjang dari barat ke timur adalah sekitar 20 km.
Kota Serang memiliki perbatasan dengan daerah lain, yaitu:
a. Daerah perbatasan sebelah utara dengan Laut Jawa;
b. Daerah perbatasan sebelah timur dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, dan Kecamatan Kragilan yang merupakan wilayah administratif Kabupaten Serang; 
c. Daerah perbatasan sebelah selatan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, dan Kecamatan Baros yang merupakan wilayah administratif Kabupaten Serang;
d. Daerah perbatasan sebelah barat dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, dan Kecamatan Kramat Watu yang merupakan wilayah administratif Kabupaten Serang. 
Pusat Pemerintahan Kota Serang terletak di Kecamatan Serang. Kota Serang memiliki 6 wilayah kecamatan dan 66 kelurahan, dengan jumlah penduduk kurang lebih 600 ribu jiwa. Kecamatan yang ada di wilayah Kota Serang yaitu :
1. Kecamatan Serang;
2. Kecamatan Cipocok Jaya;
3. Kecamatan Kasemen;
4. Kecamatan Taktakan;
5. Kecamatan Curug;
6. Kecamatan Walantaka.
Penduduk Kota Serang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan orangtua. Penduduk yang telah bekerja di Kota Serang terdiri dalam berbagai bidang pekerjaan seperti profesional (dokter, bidan, pengacara dll), Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pegawai swasta, buruh dan wiraswasta. Penduduk Kota Serang yang bekerja menjadi pegawai swasta atau buruh tersebar dibeberapa perusahaan yang ada di Kota Serang ataupun perusahaan yang ada diluar Kota Serang. 
Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, penduduk terbanyak ada di Kecamatan Serang sebanyak 224.657, dan paling sedikit ada di Kecamatan Curug yaitu sebanyak 50.516. dengan rincian sebagaimana yang terdapat dalam tabel 1 sebagai berikut :
Tabel 1
Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 
di Kota Serang Tahun 2016

	Kecamatan
	Penduduk

	
	Laki-laki
	Perempuan
	Jumlah

	Curug 
	26.517
	24.359
	50.516

	Walantaka 
	45.774
	44.206
	89.980

	Cipocok Jaya
	54.048
	51.436
	105.484

	Serang 
	114.426
	110.231
	224.657

	Taktakan 
	46.044
	43.263
	89.307

	Kasemen 
	49.354
	45.706
	95.063

	
	335.803
	319.201
	655.004


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang

Penduduk terpadat di Kota Serang menurut kecamatan berada di Kecamatan Serang sebanyak 8.681 dan penduduk paling terendah jumlah kepadatannya berada di Kecamatan Curug yaitu sebanyak 1.018. dengan rincian yang terdapat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Kepadatan Penduduk per km2 menurut Kecamatan dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Serang tahun 2016

	Kecamatan
	Kepadatan penduduk per km2
	Rasio Jenis Kelamin

	Curug 
	1.018
	107

	Walantaka 
	1.856
	104

	Cipocok Jaya
	3.344
	105

	Serang 
	8.681
	104

	Takatakan 
	1.865
	106

	Kasemen 
	1.500
	108


[bookmark: _Hlk518125257]Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, penduduk tertinggi di Kota Serang pada tahun 2016 berada pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 69.400, sedangkan di angka terendah berada pada kelompok umur 75+ sebanyak 3.894. dengan rincian yang terdapat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin 
di Kota Serang tahun 2016
	
	Kelompok umur
	Jenis kelamin
	Jumlah

	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	0-4
	35.281
	34.119
	69.400

	5-9
	35.148
	33.217
	68.365

	10-14
	32.258
	30.512
	62.770

	15-19
	31.464
	30.180
	61.664

	20-24
	30.815
	28.567
	59.382

	25-29
	28.902
	27.050
	55.952

	30-34
	28.419
	27.563
	55.982

	35-39
	26.992
	26.747
	53.739

	40-44
	24.722
	22.809
	47.531

	45-49
	20.183
	18.505
	38.688

	50-54
	15.664
	13.853
	29.517

	55-59
	11.147
	10.289
	21.436

	60-64
	6.889
	6.470
	13.369

	65-69
	4.044
	4.317
	8.361

	70-74
	2.277
	2.697
	4.974

	75+
	1.588
	2.306
	3.894

	
	335.803
	319.201
	665.004


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang
Berdasarkan data dari SAKERNAS Kota Serang, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ada di Kota Serang pada akhir tahun 2014 dan 2015.  Dengan rincian sebagaimana yang terdapat dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4
Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja, Mencari Pekerjaan, Bukan Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka 
di Kota Serang Tahun 2015

	Klasifikasi 
	2014
	2015

	Angkatan Kerja
	61,28
	63,79 

	Bekerja 
	52,24
	57,74

	Mencari Pekerjaan 
	9,05
	6,05

	Bukan Angkatan Kerja 
	38,72
	36,21 

	Tingkat Pengangguran Terbuka 
	14,76
	9,49 


Sumber : SAKERNAS 2015, BPS 

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, jumlah pencari kerja semakin meningkat pada tahun 2016 yaitu mencapai 11 230, dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 10 726. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Banyaknya Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin di Kota Serang Tahun 2016

	Bulan 
	Perempuan 
	Laki-laki
	Jumlah 

	Januari 
	496
	212
	708 

	Februari 
	424
	183
	607 

	Maret 
	328
	220
	548 

	April 
	418
	180
	598

	Mei 
	1 517
	817
	2 334 

	Juni 
	636
	343
	979

	Juli 
	1 078
	462
	1 540 

	Agustus 
	914
	392
	1 306 

	September 
	472
	315
	787 

	Oktober 
	579
	249
	828 

	November 
	539
	232
	771 

	Desember 
	132
	92
	224

	Jumlah
	2016
	7 533
	3 697
	11 230

	
	2015
	5 512
	5 214
	10 726


 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang

Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang terkait pencari kerja tertinggi selama tahun 2016 yang terdaftar menurut tingkat pendidikan berada ditingkat SMU sebanyak 18.697. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6
Banyaknya Pencari Kerja Yang Terdaftar Table Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Serang Tahun 2016

	Tingkat Pendidikan
	Pencari Kerja Yang Terdaftar

	Tidak/Belum Tamat SD
	-

	SD
	454

	SMP
	2 582

	SMU
	18 697

	Diploma I/II/III
	670

	Universitas 
	1 922

	Jumlah 
	2016
	24 325

	
	2015
	10 726


Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang

[bookmark: _Hlk518031854]Perusahaan swasta yang terdaftar menurut lapangan usaha diduduki angka tertinggi selama tahun 2016 yaitu Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebanyak 1.273 dan paling terendah diduduki oleh Pertambangan dan Penggalian sebanyak 1. Sebagaimana dapat dilihat di tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Jumlah Perusahaan Swasta yan7 Terdaftar Table Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Jumlah Tenaga Kerja
 di Kota Serang Tahun 2016

	Lapangan Usaha Utama
	Perusahaan
	Tenaga Kerja

	
	
	<25
	25-99
	>100

	Pertanian 
	9
	3
	5
	1

	Pertambangan dan Penggalian 
	1
	0
	1
	0

	Industri
	39
	22
	15
	2

	Listrik, Gas, dan Air Bersih
	9
	3
	2
	4

	Bangunan 
	39 
	31
	4
	4

	[bookmark: _Hlk518030578]Perdagangan, Hotel, dan Restoran 
	1 273
	1 164
	86
	22

	Angkutan dan Komunikasi
	81
	76
	3
	2

	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
	345
	261
	67
	17

	Jasa-jasa
	67
	50
	12
	5

	Jumlah 2016
	1 863
	1 611
	195
	57

	2015
	1 677
	1 450
	176
	51


    	Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang

Sedangkan tenaga kerja pada perusahaan swasta yang terdaftar di angka tertinggi diduduki oleh Perdagangan, Hotel dan Restoran sebanyak 284 perusahan dan Tenaga Kerja WNI di angka tertinggi diduduki oleh laki-laki sebanyak 23 orang. Sebagaimana dapat dilihat di tabel 8 sebagai berikut :




Tabel 8
Jumlah Tenaga Kerja Pada Perusahaan Swasta yang Terdaftar Menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin
 di Kota Serang Tahun 2016

	Lapangan Usaha Utama
	Perusahaan
	Tenaga Kerja WNI

	
	
	Laki-laki
	Perempuan 
	Jumlah 

	Pertanian 
	9
	-
	-
	-

	Pertambangan dan Penggalian
	   1
	4
	-
	4

	Industri
	35
	5
	1
	6

	Listrik, Gas dan Air Bersih
	8
	4
	-
	4

	Bangunan 
	36
	1
	-
	1

	Perdagangan, Hotel, dan Restoran
	284
	3
	-
	3

	Angkutan dan Komunikasi
	15
	-
	-
	-

	Bank dan Lembaga Keungan Lainnya
	233
	2
	-
	2

	Jasa-jasa
	52
	4
	-
	4

	Jumlah 
	673
	23
	1
	24


Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang


2. Praktek Penyelenggaraan dan Kondisi Yang Ada
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Ketenagakerjaan merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota  Serang  mengamanahkan untuk Pemerintah Daerah wajib membangun dan mengembangkan sistem  informasi ketenagakerjaan yang pembentukannya berdasarkan Keputusan Walikota Serang. 
Hal ini menjadikan pentingnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Serang tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kota Serang sebagai akomodator bagi segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi terpadu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan Kota Serang. 

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Serang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Dalam rangka menjalankan amanah dari ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tentu saja menimbulkan implikasi pada keuangan daerah yang akan dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang. Karena dengan adanya pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Kota Serang ini melalui proses dan tahapan pembentukan yang dimulai dari pengajuan, perencanaan, pembahasan, pengesahan dan sosialisasi Perda setelah disahkan yang kesemua tahapan tersebut memerlukan dana yang harus dimasukan dalam penganggaran APBD Kota Serang. 
Selain itu dalam proses penyusunan Raperda sampai dengan Raperda ini disahkan juga memerlukan dana, begitu pula setelah Raperda ini disahkan menjadi Perda perlu ada sosialisasi agar Perda ini dapat berjalan efektif. Sehingga Perda ini dapat memberikan implikasi dalam APBD Kota Serang yang diharapkan memiliki dampak yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Serang. Sehingga dana yang sudah dikeluarkan dalam APBD Kota Serang untuk membentuk Raperda ini sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat.
Namun implikasi dari dibentuknya Perda tentang  Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini memiliki dampak yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Serang. Salah satunya masyarakat dapat secara merata memperoleh akses terhadap Data dan Informasi Ketenagakerjaan serta dapat mengakomodir hak asasi manusia terhadap penghidupan yang layak dan diskriminasi, demikian juga dengan meratanya akses masyarakat terhadap data dan informasi ketenagakerjaan, maka akan mendorong dan memudahkan masyarakat maupun Pemerintah Daerah untuk mengakses data dan informasi ketenagakerjaan yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
Sehingga dana yang sudah dikeluarkan dalam APBD Kota Serang untuk membentuk Peraturan Daerah ini dengan manfaat yang diterima masyarakat seimbang dengan dana yang telah dikeluarkan untuk menyusun perda ini.



















BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, harmonisasi[footnoteRef:11] secara vertikal dan horizontal, antara lain adalah sebagai berikut : [11:  Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi, atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam rangka harmonisasi Perda dan peraturan perundang-undangan, proses harmonisasi Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan dengan perda lainnya perlu dintegrasikan sejak pembahasan Program Legislasi Daerah dan penyusunan Naskah Akademik.] 


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Beberapa pasal yang memiliki korelasi dibentuknya Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :


Pasal 8
(1) 	Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
(2)	Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
[bookmark: _Hlk520545520]
[bookmark: _Hlk520975991]Beberapa pasal yang memiliki korelasi dibentuknya Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :


Pasal 246
(1) 	Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.
(2)	Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada.
Pasal  258
(1) 	Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. 
(2)	Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. 

3. [bookmark: _Hlk520981135][bookmark: _Hlk520974396]Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Beberapa pasal yang memiliki korelasi dibentuknya Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

Pasal 1
(1) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
(2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
(3) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
(4) Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan
(8) 	Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 5
Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 6
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Pasal 7
(1) 	Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja. 
(2)	Perencanaan tenaga kerja meliputi :
a. perencanaan tenaga kerja makro; dan 
b. perencanaan tenaga kerja mikro.
(3) 	Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8
(1) 	Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi :
a. penduduk dan tenaga kerja; 
b. kesempatan kerja; 
c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja; 
d. produktivitas tenaga kerja; 
e. hubungan industrial; 
f. kondisi lingkungan kerja; 
g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan 
h. jaminan sosial tenaga kerja. 
(2) 	Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta. 
(3)	Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

[bookmark: _Hlk520981109]4. 	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja

Beberapa pasal yang memiliki korelasi dibentuknya Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

Pasal 1
2. 	Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data dan informasi, yang terkait satu sama lain. dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan.
[bookmark: _Hlk520981745]
Pasal 2
(1) 	lnstansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah melakukan pengelolaan informasi ketenagakerjaan.
(2) Pengelolaan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan.

Pasal 3
(1) 	lnstansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus membangun dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4
(1)	Jenis informasi ketenagakerjaan terdiri dari:
a. informasi ketenagakerjaan umum, meliputi:
1. penduduk;
2. tenaga kerja;
3. angkatan kerja;
4. penduduk yang bekerja; dan
5. penganggur.
b. informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, meliputi:
1. standar kompetensi kerja;
2. lembaga pelatihan;
3. asosiasi profesi;
4. tenaga kepelatihan;
5. lulusan pelatihan;
6. kebutuhan pelatihan;
7. sertifikasi tenaga kerja;
8. jenis pelatihan; dan
9. tingkat produktivitas.
c. Informasi penempatan tenaga kerja, meliputi:
1. kesempatan kerja;
2. pencari kerja;
3. lowongan kerja lembaga penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri; dan
4. penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
d. informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja, meliputi:
1. usaha mandiri; 
2. tenaga kerja mandiri;
3. tenaga kerja sukarela;
4. teknologi padat karya; dan
5. teknologi tepat guna.
e. informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, meliputi:
1. pengupahan;
2. perusahaan;
3. kondisi dan lingkungan kerja;
4. serikat pekerja/serikat buruh;
5. asosiasi pengusaha;
6. perselisihan hubungan industrial;
7. pemogokan;
8. penutupan perusahaan;
9. pemutusan hubungan kerja;
10. jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja; 
11. kecelakaan kerja;
12. keselamatan dan kesehatan kerja;
13. penindakan pelanggaran;
14. pengawasan ketenagakerjaan; dan
15. fasilitas kesejahteraan.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan karakteristik data dari jenis informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal 5
(1) 	Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diperoleh dari sumber antara lain:
a. kementerian negara, departemen dan Lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat; 
b. instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota;
c. instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
d. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
e. perguruan tinggi;
f. lembaga swadaya masyarakat;
g. perusahaan swasta;
h. asosiasi pengusaha; dan
i. serikat pekerja/serikat buruh.
(2)	Selain sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi ketenagakerjaan dapat diperoleh melalui kegiatan survei, media cetak dan elektronik.
Pasal 6
(1)	Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengumpulannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung, baik konvensional maupun elektronik, secara berkala dan insidental.
(2)	Cara penyampaian informasi ketenagakerjaan dari perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
(1)	Informasi ketenagakerjaan yang telah dikumpulkan, diolah dengan menggunakan metoda statistika atau metoda lainnya, baik secara manual maupun komputasi sesuai dengan peruntukannya.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan metoda statistika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8
Informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan dan diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 disimpan dalam sistem database.

Pasal 9
(1)	Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disajikan dalam bentuk tabel, grafik, peta, dan narasi.
(2)	Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan dalam bentuk cetakan dan/atau media elektronik.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyajian informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10
(1)	Pengguna dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan pada instansi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)	Pengguna	 dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhannya, kecuali informasi yang bersifat rahasia.
(3)	Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1), berwenang untuk menolak permintaan informasi ketenagakerjaan dari pengguna, yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, dan/atau informasi ketenagakerjaan yang bersifat rahasia.
(4)	Untuk memperoleh informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna tidak dipungut biaya.

Pasal 44
(1) 	Segala biaya yang diperlukan bagi pengembangan sistem informasi dalam rangka pengelolaan informasi ketenagakerjaan di instansi pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau APBD kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat daerah.

[bookmark: _Hlk520981077]5. 	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyajian Informasi Ketenagakerjaan 

Beberapa pasal yang memiliki korelasi dibentuknya Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
Pasal 1
1. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah, dan dokumen yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. 
2. Pelayanan data dan informasi ketenagakerjaan adalah suatu proses pelayanan yang dilakukan oleh unit kerja kepada instansi dan publik. 
3. Penyajian adalah proses penggabungan, perangkaian, dan analisis data yang berbentuk tabel, grafik, peta, narasi, dan bentuk lainnya yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. 

Pasal 2 
(1) Data dan informasi ketenagakerjaan yang disajikan, dipublikasikan, dan didokumentasikan meliputi jenis data dan informasi: 
a. ketenagakerjaan umum;   
b. pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; 
c. penempatan tenaga kerja; 
d. pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; 
e. hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. 
(2) Data dan informasi ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersifat rahasia menurut peraturan perundang-undangan, tidak disajikan kepada publik. 

Pasal 3
Data dan Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disajikan dalam bentuk antara lain:
a. tabel; 
b. grafik; 
c. peta; dan/atau 
d. narasi. 

Pasal 8
 (1)	Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah peta tematik ketenagakerjaan yang digunakan untuk menggambarkan sebaran dan keadaan ketenagakerjaan berdasarkan klasifikasi dan karakteristik data dari jenis informasi ketenagakerjaan berbasis wilayah. 
(2)	Peta tematik ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen:  
a. judul peta; 
b. nomor peta; 
c. isi peta; 
d. skala dan orientasi peta;  
e. legenda peta; 
f. inzet dan index peta;  
g. sistem koordinat; 
h. sumber/keterangan riwayat peta. 
(3)	Peta tematik ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 11
Data dan Informasi ketenagakerjaan dipublikasikan antara lain melalui: 
a. media cetak; 
b. media elektronik. 

Pasal 12
Media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, antara lain meliputi spanduk, baliho, pamflet, poster, leaflet, brosur, booklet, surat kabar, tabloid, majalah, jurnal, dan/atau buku.  

Pasal 13
Media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, antara lain meliputi website, televisi, radio, video, dan/atau Short Message Service (SMS). 

Pasal 14 
Data dan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disebarluaskan kepada publik secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. 

Pasal 15 
(1) Pelayanan, penyajian, dan publikasi data dan informasi ketenagakerjaan lingkup nasional diselenggarakan oleh   Menteri, dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.  
(2) Pelayanan, penyajian, dan publikasi data dan informasi ketenagakerjaan lingkup provinsi diselenggarakan oleh Gubernur, dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.  
(3) Pelayanan, penyajian, dan publikasi data dan informasi ketenagakerjaan lingkup kabupaten/kota diselenggarakan oleh Bupati/Walikota, dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 16
Data dan informasi ketenagakerjaan yang didokumentasikan, merupakan hasil kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyajian, publikasi serta pelayanan data dan informasi ketenagakerjaan. 

Pasal 17
 Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara manual dan elektronik. 

Pasal 18
(1) Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, penyajian, dan publikasi, serta dokumentasi data dan informasi ketenagakerjaan lingkup nasional dibebankan pada Anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
(2) Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, penyajian, dan publikasi, serta dokumentasi data dan informasi ketenagakerjaan lingkup provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada anggaran provinsi dan kabupaten/kota. 
 
6. 	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja

Beberapa pasal yang memiliki korelasi dibentuknya Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
Pasal 1
(9) Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
(10) Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.
(16) Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja.
(17) Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
(21) Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
(22) Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut SISNAKER Terpadu adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.

Pasal 5
(1) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan secara jelas kepada Pencari Kerja mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, besarnya upah, jam kerja, dan kondisi kerja.
(2) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada Pencari Kerja dalam memilih pekerjaan dan kepada Pemberi Kerja dalam memilih tenaga kerja.
(3) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan menawarkan pekerjaan yang sesuai kepada Pencari Kerja oleh Pemberi Kerja, baik dari sisi kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta tidak memihak pada kepentingan tertentu.
(4) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas adil dan setara tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Kompetensi Kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

Pasal 10
Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang:
a. pelayanan Antarkerja di daerah kabupaten/kota;
b. penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan
c. pengelolaan IPK dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 11
(1) Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan layanan Antarkerja.
(2) Layanan Antarkerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. IPK;
b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; dan
c. Perantaraan Kerja.
(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap pelayanan Antarkerja di tingkat kecamatan dengan menyiapkan sumber daya manusia pelayanan Antarkerja.
(4) Dalam melaksanakan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
a. menerbitkan dan mencabut SIU LPTKS AKL;
b. menerbitkan SIU LPTKS AKL Perpanjangan; dan
c. menerbitkan SIU LPTKS AKL Perubahan.
(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
a. memberikan pelayanan IPK dan informasi jabatan kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja skala kabupaten/kota; dan
b. mengumpulkan, mengolah, analisis, dan menyebarluaskan IPK skala kabupaten/kota.
(6) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penerbitan tanda daftar BKK.

6. 	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Beberapa pasal yang memiliki korelasi dibentuknya Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

Pasal 53
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.


Pasal 54
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 55
(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
(2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
(3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.























BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, 
DAN YURIDIS


Naskah akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut harus mencakup 3 (tiga) alasan atau landasan utama. Landasan tersebut adalah landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Uraian komprehensif terkait dengan ketiga landasan utama tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[footnoteRef:12] [12: Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
] 

Pertimbangan dari segi filosofis Rancangan Peraturan Daerah ini termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan nilai aktualisasi dalam perencanaan pembangunan di Kota Serang. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pencapaian cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Dalam alinea keempat disebutkan bahwa:
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Dari pembukaan tersebut dapat dipaparkan bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki pemerintahan yang berdaulat yang memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal-hal tersebut kemudian dijadikan sebagai tujuan dari negara Indonesia.  
Tujuan negara Indonesia tersebut diantaranya berupa penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berupa pemajuan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa. Tujuan negara yang berupa pemajuan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa diwujudkan dengan dibentuknya peraturan dibawah Undang-Undang Dasar. Salah satu peraturan yang dibentuk adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan Ketengakerjaan adalah untuk 
Hak masyarakat untuk hidup layak merupakan amanah Konstitusi atau UUD 1945. Untuk hidup layak tersebut tentu dapat di capai jika semua masyarakat memiliki penghasilan yang layak melalui usahanya dan pekerjaannya. Memperoleh pekerjaan yang layak merupakan hak asasi manusia yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan agar mendukung pemenuhan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta nilai keadilan sosial dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan.
Pencapaian kemajuan dan kesejahteraan rakyat tidak mungkin dapat dicapai secara maksimal apabila tidak ada keadilan atas pembentukan aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Republik Indonesia. 

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang   menggambarkan bahwa  peraturan  yang  dibentuk  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  berbagai  aspek. Landasan  sosiologis  sesungguhnya  menyangkut  fakta  empiris mengenai  perkembangan  masalah  dan  kebutuhan  masyarakat dan negara.[footnoteRef:13] [13: Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Op.cit] 

Secara sosiologis, Rancangan Peraturan Daerah ini sangat diperlukan untuk meningkatkan angka dan kwalitas serta keadilan dalam ketenagakerjaan serta adanya sistem informasi ketenagakerjaan di Kota Serang yang merupakan daerah penyangga ibukota negara.  Dengan adanya sistem informasi ketenagakaerjaan di Kota Serang bisa mempermudah masyarakat, tenaga kerja, perusahaan, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang terkait dengan ketenagakerjaan di Kota Serang.
Sistem informasi ketenagakerjaan juga dapat membantu tenaga kerja yang merupakan masyarakat Kota Serang ataupun masyarakat luar Kota Serang yang bekerja di Kota Serang untuk memperoleh data yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sehingga meminimalisir jumlah pengangguran di Kota Serang karena diharapkan sistem informasi ketenagakerjaan di Kota Serang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Serang. 
Secara sosiologis, penyelenggaraan ketenagakerjaan ini akan berdampak langsung terhadap pembangunan di Kota Serang yang tertunya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga perlu segera dibentuk Raperda Kota Serang tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan



C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. 
Secara yuridis dalam penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Serang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 








BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, 
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 


Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Raperda yang akan dibentuk. Sasaran yang akan diwujudkan dari dibentuknya, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Raperda semuanya akan tertuang dalam draf Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.
Penggunaan istilah ”materi muatan” diperkenalkan oleh Abdul Hamid Saleh Attamimi sebagai pengganti kata Belanda ”het onderwerp” dalam ungkapan Thorbecke ”het eigenaardig onderwerp der wet”, diterjemahkan dengan ”materi muatan yang khas dari undang-undang”, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang dan oleh karena itu menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, istilah materi muatan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka materi muatan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam jenis peraturan perundang-undangan tertentu, yang tidak menjadi materi muatan jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Khususnya, mengenai materi muatan Perda, maka berarti materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Perda, yang tidak dimuat baik dalam peraturan perundang-undangan daerah lainnya maupun peraturan perundang-undangan pusat.[footnoteRef:14] [14:  Gede Marhaendra Wija Atmaja, Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Tingkat II (Kasus Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Tesis Magister, Program Pascasarjana, Bandung, 1995, hlm. 13-14.] 

Sasaran yang akan diwujudkan dari dibentuknya Peraturan Daerah ini yaitu terciptanya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan di Kota Serang sesuai dengan amanah perundang-undangan. Arah dan jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan mencakup mengenai beberapa hal yang semuanya akan tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan. 
Adapun hal-hal yang akan tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut :
A. BAB I mengenai Ketentuan umum;
Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang akan tercantum dalam Bab I Rancangan Peraturan Daerah beberapa definisi seperti Daerah, Pemerintahan Daerah, Walikota, Dinas, ketenagakerjaan, Tenaga Kerja, Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Informasi Ketenagakerjaan, Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan lain-lain.

B. Materi Pokok Yang Diatur terdiri dari:
1. BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
2. BAB III PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
3. BAB IV APARATUR PELAKSANA
4. BAB V PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN
5. BAB VI PELATIHAN, PEMAGANGAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
6. BAB VII PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 
7. BAB VIII MEKANISME PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
8. BAB IX PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA
9. BAB X PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN
10. BAB XI PENUTUPAN PERUSAHAAN
11. BAB XII PEMBINAAN 
12. BAB XIII PENYIDIKAN
13. BAB XIV KETENTUAN PIDANA
14. BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

C. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup dalam Raperda ini adalah klausul yang memuat mengenai perintah pengundangan dari Raperda ini agar memiliki daya laku dan daya ikat sebagai berikut :
1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.
























BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Ketenagakerjaan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang masuk sebagai urusan wajib yang bukan merupakan pelayanan dasar, oleh karena itu Raperda Kota Serang tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, harus segera dibentuk menjadi Perda Kota Serang tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan untuk mewujudkan kesejehateraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagai mana amanah konstitusi atau UUD 1945 tentu saya untuk lingkup Daerah Kota Serang.

B. Saran

1. Pelaksanaan dari raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan setelah disahkan menjadi perda dan masuk dalam lembaran daerah perlu disosialisasikan kepada masyarakat Kota Serang agar pelaksanaan dari perda ini berjalan maksimal.
2. Harus tercipta koordinasi dan kerjasama yang baik dari Pemerintah daerah bersama-sama dengan pengusaha dan perusahaan yang ada dikota serang untuk mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan perda ini. 
3. Pelaksanaan dari perda ini akan efektif apabila melibatkan seluruh stakeholder yang terkait.


DAFTAR PUSTAKA


Bahan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Consering Minimum Age For Adminsion to Employment (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Tentang Pelarangan Dan Tindakan Serta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak;
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi  Banten;
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Dan Besaran Tarif Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Kerja;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jamina Sosial Tenaga Kerja Indonesia;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor 1 Tahun 2017 Tentang stuktur dan Skala Upah;

Bahan Literatur:

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
BPS Kota Serang, Kota Serang Dalam Angka 2014, Serang, 2014
Gede Marhaendra Wija Atmaja, Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Tingkat II (Kasus Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar), Tesis Magister, Program Pascasarjana, Bandung, 1995.
Meuwissen. D.H.M. Teori Hukum Arief Sidharta (penerjemah). Dalam Pro justicia. Jurnal Hukum UNPAR. No.2. April 1994. Tahun XII. Bandung.
[bookmark: _Hlk518470140]Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cetakan ketiga.











LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR .. TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

	Menimbang:          
	a. 
	bahwa memperoleh pekerjaan yang layak merupakan hak asasi manusia yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan agar mendukung pemenuhan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta nilai keadilan sosial dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Serang;


	
	b. 
	bahwa untuk mengatasi masalah dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan guna mendorong percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam pembangunan Kota Serang, perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak dasar tenaga kerja/buruh, dan menjamin kesamaan kesempatan maupun perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha;



	
	c. 
	bahwa  dengan adanya beberapa perubahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang menjadi dasar sehingga menyebabkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan perlu dilakukan penyesuaian;


	
	d. 
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;




	Mengingat:           
	1. 
	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);


	
	3. 
	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Consering Minimum Age For Adminsion to Employment (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

	
	4. 
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Tentang Pelarangan Dan Tindakan Serta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);


	
	5. 
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,  Tambahan Lembaran Republik  Negara  Nomor  4010);

	
	6. 
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

	
	7. 
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

	
	8. 
	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4356);

	
	9. 
	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

	
	10. 
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

	
	11. 
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

	
	12. 
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

	
	13. 
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);


	
	14. 
	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);


	
	15. 
	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;


	
	16. 
	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 63);


	
	17. 
	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja;


	
	18. 
	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Dan Besaran Tarif Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Kerja;


	
	19. 
	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jamina Sosial Tenaga Kerja Indonesia;

	
	20. 
	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor 1 Tahun 2017 Tentang stuktur dan Skala Upah.


		
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG 
dan
WALIKOTA SERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan 	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. DPRD adalah DPRD Kota Serang
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
8. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, Penempatan tenaga kerja, Hubungan industrial, dan Wajib lapor ketenagakerjaan.
9. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
10. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat.
11. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00. 
12. 1 (satu) Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) Jam.
13. Seminggu adalah waktu selama 7(tujuh) hari.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta mau pun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau Imbalan dalam bentuk lain, atau usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Pengusaha adalah:
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Kota Serang mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Kota Serang.
16. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

17. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Kota Serang.
18. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau Imbalan dalam bentuk lain.
19. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Pengguna Jasa adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja.
21. Bursa Kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan antar kerja.
22. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
23. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.
24. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut SISNAKER Terpadu adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.
25. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
27. Wajib lapor ketenagakerjaan adalah kewajiban setiap pengusaha atau pengurus perusahaan/pemberi kerja melaporkan gambaran ketenagakerjaan diperusahaan secara tertulis kepada pemerintah Kota Serang atau pejabat yang ditunjuk yang menangani masalah perlindungan, dan pembinaan ketenagakerjaan.
28. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja /buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat Kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
29. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat -syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
30. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja /serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
31. Mogok Kerja adalah tindakan pekerja /buruh yang di rencanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
32. Penutupan Perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya, atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
33. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
34. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
35. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi Kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos Kerja sesuai dengan jenjang dan kualitas jabatan atau pekerjaan, baik disektor formal maupun disektor Informal.
36. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang atau Jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
37. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat keterampilan yang dimiliki /dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan.
38. Produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan, seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat.
39. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
40. Perusahaan adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau, imbalan dalam bentuk lain.
41. Antar Kerja lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah penempatan tenaga kerja antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Propinsi.
42. Antar kerja Daerah adalah yang selanjutnya disebut AKAD adalah Penempatan tenaga kerja antar Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
43. Antar kerja Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah Penempatan tenaga kerja di luar negeri.
44. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi tenaga kerja.
45. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

46. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut CTKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang.
47. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Kota Serang atau dari daerah lain yang lahir di Kota Serang secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga sekurang-kurangnya 2 tahun.
48. Pengantar kerja adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional.
49. Instruktur adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau kejuruan tertentu.
50. Lembaga pelatihan kerja yang selanjutnya disebut LPK  adalah lembaga penyelenggaraan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
51. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri. (Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja (LHK) adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal).
52. Lembaga kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan  industrial di suatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
53. Lembaga Kerjasama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. 
54. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh kamar dagang dan industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
55. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yuang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
56. Dewan pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit.
57. Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
58. Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan antar Serikat Pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang di tengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.
59. Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah Pegawai Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
60. Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja atau perselisihan atar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.
61. Konsiliator hubungan Industrial yang   selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang yang lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator yang ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan.
62. Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
63. Arbiter Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
64. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. 
65. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dilayani oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
66. Anak adalah setiap orang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
67. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai pengganti imbalan dari pengusaha atau Perusahaan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau yang telah dilakukan.
68. Upah Minimum Kota adalah upah minimum yang berlaku di Kota Serang.
69. Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.
70. Hari Raya Keagamaan adalah Hari Raya Idul Fitri bagi Pekerja/Buruh yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi Pekerja/Buruh yang beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi Pekerja/Buruh yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi Pekerja/Buruh yang beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi Pekerja/Buruh yang beragama Konghucu.
71. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas tenaga kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
72. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Ahli Keselamatan Kerja adalah Pegawai teknis berkeahlian  khusus dari luar Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengawasi ditaatinya undang-undang Keselamatan Kerja.
74. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan Perusahaan di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan, pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan.
75. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disebut dengan PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan Penempatan TKI di luar negeri.
76. Surat Ijin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah ijin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
77. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI Swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
78. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhdap pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan.
BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a. Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
b. Penempatan tenaga kerja;
c. Hubungan industrial; dan Wajib lapor ketenagakerjaan.

(2) Penyelenggaraan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di daerah.
(3) Tujuan penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah :
a. Memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
b. Mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja; dan
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.





BAB III
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
Pasal 3
(1)	Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Pemerintah Daerah melalui Dinas bertugas: 
a. 	melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah;
b.  melaksanakan sistem informasi ketenagakerjaan;
c.	melaksanakan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
d. 	melaksanakan penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
e. 	melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
f. 	melaksanakan pembinaan ketenagakerjaan.

BAB IV
APARATUR PELAKSANA
Bagian Kesatu
Peningkatan SDM 
Pasal 4
(1) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan pendidikan dan/atau pelatihan teknis dibidang ketenagakerjaan meliputi :
a. instruktur pelatihan kerja;
b. pengantar kerja;
c. mediator hubungan industrial; dan
d. pengawas ketenagakerjaan.
(2) Calon peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan menduduki jabatan fungsional dan telah memenuhi kriteria serta persyaratan yang ditentukan sesuai bidang masing-masing.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan
Pasal 5
(1) Walikota berwenang untuk mengangkat, membina, dan memberhentikan pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN
SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Bagian Kesatu 
Perencanaan Tenaga Kerja
Pasal 6
(1) 	Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah daerah  menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja daerah secara periodik satu tahun sekali dan lima tahunan.
(2)	Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan meliputi :
a. penduduk dan tenaga kerja;
b. kesempatan kerja;
c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
d. produktivitas tenaga kerja;
e. hubungan industrial;
f. kondisi lingkungan kerja;
g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
h. jaminan sosial tenaga kerja.
 (3)	Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah daerah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 (4)	Penyusunan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.	
Bagian Kedua
Sistem Informasi ketenagakerjaan
Pasal 7
(1)	Pemerintah Daerah wajib membangun dan mengembangkan sistem  informasi ketenagakerjaan.
(2) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan meliputi:
a. jaringan informasi;
b. sumber daya manusia;
c. perangkat keras;
d. piranti lunak; dan
e. manajemen.
(3) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PELATIHAN, PEMAGANGAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
Pasal  8
(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan pelatihan dan pemagangan, sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan dan atau kebutuhan masyarakat.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Balai Besar Latihan Kerja Industri, dengan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta dan/atau lembaga pelatihan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal   9
(1) Setiap penyelenggara pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan wajib memiliki ijin dari Dinas yang membidangi pengelolaan perijinan.
(2) Prosedur dan persyaratan memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.
Pasal  10
(1) 	Lembaga Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) wajib menjaga kualitas dalam setiap penyelenggaraan pelatihan dan/atau pemagangan.
(2)	Lembaga Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan surat tanda kelulusan atau sertifikasi kepada peserta pelatihan dan/atau pemagangan.
(3) Lembaga Pelatihan Kerja wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas.
(4) Lembaga penyelenggara Pelatihan Kerja wajib memiliki sarana dan prasarana.
(5)	Lembaga penyelenggara pelatihan kerja wajib memiliki kurikulum dan silabus sesuai dengan standar kebutuhan industri dan pasar kerja. 
Pasal 11 
(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja lebih dari 100 (seratus) orang.
(3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12
(1) Setiap Perusahaan dapat menerima pelaku pemagangan.
(2) Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat  secara tertulis dan dicatatkan pada Dinas.
(3) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha atau penyelenggara program swasta serta jangka waktu pemagangan. 
(4) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. 
Pasal 13
Ketentuan pelaksanaan pemagangan adalah meliputi: 
a. jenis pekerjaan disesuaikan dengan bidang/kejuruan dari pelaku magang;
b. pelaksanaan magang hanya dapat dilakukan maksimal 6 (enam ) jam untuk bekerja, 2 (dua) jam untuk tutorial per hari dengan menggunakan sistem 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
c. pelaksanaan yang menggunakan sistem 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, magang dilakukan maksimal 5 (lima) jam untuk bekerja, 2 jam untuk tutorial per hari; dan
d. pelaksanaan magang dilakukan pada waktu siang hari dan tanpa ada lembur/tambahan jam belajar;
e. pemagangan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN 
KESEMPATAN KERJA 
Bagian Kesatu
Penempatan Tenaga Kerja
Pasal 14
(1) Setiap Tenaga Kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam dan/atau di luar Negeri.
(2)	Dalam penerimaan tenaga kerja, perusahaan lebih mengutamakan tenaga kerja daerah sesuai dengan kebutuhan perusahaan tanpa mengesampingkan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan azas terbuka, bebas, objektif, adil dan setara tanpa diskriminasi.
 (3)	Penerimaan dan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Dinas.
Pasal 15
(1)  Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
a. Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri
b. Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri
(2)  Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri, dilaksanakan oleh:
a. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan
b.  Lembaga swasta berbadan hukum; dan
c. Bursa Kerja Khusus yang berada di satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja.
(3) Penempatan Tenaga Kerja didalam dan/atau di luar negeri dilaksanakan melalui bursa Kerja (job fair) yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
(4) Bursa kerja (job fair) yang dilaksanakan oleh swasta harus mendapat rekomendasi dari Dinas.	
(5) Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui mekanisme AKL, AKAD,  AKAN.
(6) Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri dilaksanakan oleh Dinas  dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
(7) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memperoleh ijin tertulis dari Dinas.
(8) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja AKAN wajib mendaftarkan kegiatan penempatan tenaga kerja kepada Dinas.

Bagian Kedua
Perluasan Kesempatan Kerja
Pasal 16
(1)	Setiap Perusahaan wajib melaporkan Informasi lowongan kerja ke Dinas.
(2)	Perusahaan dan/atau Dinas mempublikasikan informasi tentang lowongan pekerjaan kepada masyarakat. 
(3)	Setiap Perusahaan wajib melaporkan mengenai penempatan tenaga kerja ke Dinas dengan melampirkan kartu pencari kerja.
Pasal 17
(1)	Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. 
(2)	Perluasan kesempatan kerja diupayakan melalui pola pembentukan pembinaan tenaga kerja mandiri, penciptaan kegiatan yang produktif, wirausaha baru, teknologi tepat guna dan sistim padat karya atau pola lain yang dapat mendorong  terciptanya Perluasan Kesempatan kerja yang berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia
Pasal 18
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Asing
Pasal 19 
(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari pejabat yang berwenang. 
(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. 
Pasal 20 
(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing dapat memperpanjang izin mempekerjakan tenaga asing. 
(2) Tata cara pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing diatur  dengan Peraturan Walikota. 

Bagian Keempat
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Pasal 21
Dalam penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk melakukan :
a. sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
b. Pendaftaran dan Seleksi;
c. Pembinaan kepada  CTKI/TKI;
d. Fasilitasi kepada CTKI dan TKI;
e. Pemberdayaan TKI purna.

Pasal  22
Setiap CTKI yang akan bekerja keluar negeri harus memenuhi persyaratan: 
a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan paling sedikit berusia 21(dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran dari instansi yang berwenang.
b. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah.
c. surat Keterangan tidak dalam keadaan hamil dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah bagi calon tenaga kerja perempuan.
d. surat izin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Lurah 
e. surat Keterangan Untuk Bekerja (SKUB) dari Lurah dan diketahui oleh Camat setempat. 
f. memiliki Kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari Dinas.


Pasal  23
Setiap PPTKIS yang akan merekrut CTKI   di Daerah wajib untuk :
a. memiliki SIPPTKI. 
b. memiliki surat pengantar rekrut dari Dinas Provinsi;
c. melaporkan hasil perekrutan CTKI ke Dinas;
d.	melaporkan petugas rekrut CTKI yang telah mempunyai nomor identitas dari BNP2TKI dengan menunjukkan surat tugas untuk mendapatkan surat keterangan dari Dinas;
e. melaporkan keberangkatan, keberadaan dan kepulangan TKI Daerah kepada Dinas; dan
f.  Surat perjanijian penempatan CTKI.

Pasal  24
(1)	Penandatanganan perjanjian penempatan antara CTKI dan PPTKIS wajib diketahui oleh Dinas.
(2)	Dalam hal terjadi sengketa antara CTKI dengan PPTKIS mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, penyelesaiannya melalui  musyawarah dan atau mediasi yang difasilitasi oleh Dinas.
(3)	Apabila upaya penyelesaian sebagaiamana dimaksud ayat (2) tidak tercapai maka dapat ditempuh melalui jalur hukum.

Pasal 25
(1)	Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya perlindungan CTKI dan TKI ke luar negeri diperlukan pelayanan secara terpadu dan terkoordinasi.
(2) 	Pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi penanganan CTKI dan TKI bermasalah, pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui peraturan Walikota.





BAB VIII
MEKANISME PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dapat dilakukan secara manual atau melalui online system yang terintegrasi dengan sistem Penempatan Tenaga Kerja nasional melalui SISNAKER Terpadu.
Bagian Kedua
Pencari Kerja
Pasal 27
(3) Pencari Kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus mendaftar di Dinas atau di kecamatan sesuai dengan domisili untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I).
(4) Untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencari Kerja mengajukan secara manual atau melalui online system dengan melampirkan:
a. copy KTP yang masih berlaku;
b. pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar 
c. copy ijazah pendidikan terakhir;
d. copy sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; dan/atau
e. copy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
(5) Pelayanan kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fungsional Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja di Dinas atau di kecamatan.
(6) Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan pengisian data Pencari Kerja (AK/II) melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuan Pencari Kerja.
(7) Standar kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) dan kartu data Pencari Kerja (AK/II) tercantum dalam Format 3a dan Format 3b Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28
(1) Pengesahan atas kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditandatangani oleh fungsional Pengantar Kerja.
(2) Dalam hal Dinas belum memiliki Pengantar Kerja, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat struktural yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas 
(3) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.
(4) Dalam hal belum mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja harus melapor kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran.
(5) Dalam hal telah mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melapor kepada Dinas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal penempatan.
(6) Laporan Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan secara manual atau melalui online system.

Pasal 29
(1) Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat memperoleh kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) di luar Kota Serang;
(2) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Pemberi Kerja
Pasal 30
(1) Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja dapat merekrut sendiri atau melalui Dinas LPTKS, dan BKK.
(2) Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui Dinas, LPTKS, dan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Antarkerja.

Pasal 31
(1) Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara manual atau melalui online system kepada Dinas.
(2) Pengantar Kerja pada Dinas setelah mencari dan/atau menerima informasi lowongan pekerjaan dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) harus mencatatkan dalam daftar isian permintaan tenaga kerja (AK/III) dan menerbitkan bukti lapor lowongan pekerjaan secara manual atau melalui online system.

Pasal 32
(1) Untuk mengisi lowongan pekerjaan, Dinas harus memenuhi permintaan Pemberi Kerja dari data Pencari Kerja yang terdaftar (AK/II) secara manual atau melalui online system.
(2) Dalam hal Pencari Kerja memenuhi persyaratan jabatan dalam lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemanggilan kepada Pencari Kerja menggunakan kartu Antarkerja (AK/IV) secara manual atau melalui online system.
(3) Dinas harus memfasilitasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemberi Kerja dengan membawa kartu Antarkerja (AK/V) secara manual atau melalui online system.

Pasal 33
Dalam hal Pemberi Kerja melakukan kegiatan pengerahan tenaga kerja antar daerah provinsi, Pemberi Kerja wajib memiliki SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kementerian yang membidangi ketenagakerjaan secara manual atau melalui online system.


Bagian Keempat
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
Pasal 34
LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL dalam 1 (satu) daerah, wajib:
a. melaporkan job order dari Pemberi Kerja kepada Dinas;
b. melibatkan Dinas dalam proses rekrutmen tenaga kerja;
c. mengesahkan perjanjian kerja pada Dinas; dan
d. melaporkan Penempatan Tenaga Kerja secara manual atau melalui online system kepada Dinas.

Bagian Kelima
Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair)
Pasal 35
Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) diselenggarakan oleh:
a. Dinas;
b. LPTKS;
c. BKK; atau
d. lembaga berbadan hukum.

Pasal 36
(1) Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) yang diselenggarakan oleh LPTKS, BKK, dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, huruf c, dan huruf d wajib memperoleh persetujuan dari Dinas.
(2) LPTKS, BKK, dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan:
a. SIU LPTKS, tanda daftar BKK, atau akta pendirian berbadan hukum;
b. rencana jumlah perusahaan peserta;
c. perkiraan lowongan dan penempatan yang ditargetkan; dan
d. surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) mengenai kewajiban tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja dan bersedia dihentikan kegiatanpenyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) apabila melakukan pelanggaran dimaksud.
(3) Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada Pencari Kerja.

BAB IX
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA
Bagian Kesatu 
Hubungan Kerja
Pasal 37
(1) Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. 
(2) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 

Pasal 38
(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis paling sedikit memuat: 
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 
c. jabatan atau jenis pekerjaan; 
d. tempat pekerjaan; 
e. besarnya upah dan cara pembayarannya; 
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/ buruh; 
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan. 
(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Pasal 39
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: 
a. jangka waktu; dan/atau 
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. 

Pasal 40
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. 

Bagian Kedua 
Hubungan Industrial
Paragraf 1
Umum
Pasal 41
(1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah daerah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
(2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
(3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

Pasal 42
Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana :
a. serikat pekerja/serikat buruh;
b. organisasi pengusaha;
c. lembaga kerja sama bipartit;
d. lembaga kerja sama tripartit;
e. peraturan perusahaan;
f. perjanjian kerja bersama;
g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Paragraf 2
Serikat Pekerja/Buruh
Pasal 43
(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. 
(2) Serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
(3) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.
(4) Serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.
(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan dilampiri:
a. daftar nama anggota pembentuk;
b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
c. susunan dan nama pengurus.
Paragraf 3
Organisasi Pengusaha
Pasal 44
(1) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. 
(2) Organisasi pengusaha bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggungjawab yang secara khusus menangani bidang hubungan industrial untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai salah satu sarana utama terwujudnya kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam dunia usaha.
(3) Organisasi pengusaha yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.
Paragraf 4
LKS Bipartit
Pasal 45
(1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh 50 (lima puluh) orang atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit di perusahaan, sedangkan perusahaan yang mempekerjakan kurang dari 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh secara sukarela dapat membentuk LKS Bipartit;


(2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. 
(3) Pembentukan LKS Bipartit dilaporkan oleh perusahaan ke Dinas untuk mendapatkan tanda bukti pencatatan.

Paragraf 5
LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan
Pasal 46
(1) Pemerintah Daerah wajib membentuk LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan.
(2) Susunan Keanggotaan dan tata kerja LKS Tripartit Dan Dewan pengupahan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
(3) Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kerjasama tripartit dan Dewan pengupahan. 

Paragraf 6
Peraturan Perusahaan
Pasal 47
(1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga kerja wajib membuat Peraturan Perusahaan.
(2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama. 
(3) Peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pengesahan dari Kepala Dinas.
(4) Apabila perusahaan cabang dan perwakilan perusahaan menggunakan peraturan perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Pusat atau Provinsi wajib didaftarkan bukti pengesahannya kepada Dinas.


Paragraf 7
Perjanjian Kerja Bersama
Pasal 48
(1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. 
(2) Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah. 

Pasal 49
(1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun. 
(2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh. 
(3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. 
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun. 

Paragraf 8
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Pasal 50
(1) Jenis perselisihan hubungan industrial meliputi :  
a. Perselisihan hak;
b. Perselisihan kepentingan;
c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan 
d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
(2) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan hubungan kerja dapat dilakukan melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbritase.
(3) Tatacara penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 51
	Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Bagian Kedua
Persyaratan Kerja
Paragraf 1
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
Pasal 52
(1)	Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
(2) Jenis Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan lain adalah bersifat kegiatan penunjang dan tidak menghambat proses produksi secara langsung.
(3) Jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)	Setiap perusahaan pengguna perusahaan jasa penyedia jasa pekerja/buruh dalam menyerahkan  sebagian pekerjaan wajib  menggunakan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memenuhi syarat sesuai perundangan-undangan. 
(5)	Jenis pekerjaan yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. usaha pelayanan kebersihan;
b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh;
c. usaha tenaga pengaman;
d. usaha jasa penunjang dipertambangan dan perminyakan; dan
e. usaha penyedia angkutan bagi pekerja.
(6)	Perusahaan Penyedia Jasa pekerja/buruh yang telah memiliki ijin operasional dari Propinsi dan akan melakukan operasional di Kota Serang, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan kegiatan operasional wajib melaporkan keberadaannya kepada Dinas.

Paragraf 2
Pengupahan
Pasal 53
(1)	Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)	Dalam rangka mewujudkan penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditetapkan Upah Minimum Kota dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan perkerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumya.
(3)	Upah Minimum Kota hanya berlaku bagi pekerja lajang dengan masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Pekerja yang tidak lajang dan/atau masa kerja lebih dari satu tahun  selain Upah Minimum Kota, kepada pekerja diberikan tambahan sesuai dengan struktur dan skala upah yang diatur sesuai dengan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
(5) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah.
(6) Penyusunan struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui analisa jabatan, uraian jabatan, evaluasi jabatan, dan masa kerja.

Pasal 54
(1)	Perusahaan yang tidak mampu membayar Upah Minimum Kota dapat mengajukan  penangguhan pembayaran kepada Gubernur.
(2)	Prosedur dan tata cara penangguhan pembayaran Upah Minimum Kota dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundangan.
(3)	Perusahaan yang akan mengajukan penangguhan pembayaran Upah Minimun Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
Pasal 55
Pengusaha wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja meliputi : 
a. Jaminan kecelakaan kerja;
b. Jaminan kematian;
c. Jaminan hari tua; dan 
d. Jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pasal 56
(1) Setiap perusahaan wajib menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh. 
(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan
(3)	Fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Pelayanan keluarga Berencana;
b. tempat Penitipan Bayi;
c. tempat laktasi;
d. perumahan pekerja/buruh;
e. toilet;
f. seragam kerja;
g. fasilitas Ibadah;
h. fasilitas Olah raga;
i. fasilitas kantin;
j. fasilitas rekreasi;
k. fasilitas istirahat;
l. koperasi; dan
m. antar jemput pekerja, sesuai dengan kemampuan perusahaan.
(4)	Ketentuan tentang penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja/buruh dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Paragraf 3
Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Pasal 57
(1) Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
(2) THRKeagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 58
(1) Besaran THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
b. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:
masa kerja x 1 (satu) bulan upah.
      12
(2) Upah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen upah:
a. upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau
b. upah pokok termasuk tunjangan tetap.
(3) Bagi Pekerja/Buruhyang bekerjaberdasarkan perjanjiankerjaharian lepas,upah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:
a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih,upah 1(satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan;
b. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Pasal 59
Apabila penetapan besaran nilai THR Keagamaan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besardari nilaiTHR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), THR Keagamaan yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.

Pasal 60
(1) THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Hari Raya Keagamaan  asingmasing Pekerja/Buruh.
(2) Dalam hal Hari Raya Keagamaan yang sama terjadi lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, THR Keagamaan diberikan sesuai dengan pelaksanaan Hari Raya Keagamaan.
(3) THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibayarkan sesuaidengan Hari Raya Keagamaan masing-masing Pekerja/Buruh, kecuali ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
(4) THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibayarkan oleh Pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Pasal 61
THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia.
Pasal 62
(1) Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tigapuluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan.
(2) THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tahun berjalanpada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh Pengusaha.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pekerja/ Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, yang berakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.
Pasal 63
Pekerja/Buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, berhak atas THR Keagamaan pada perusahaan yangbaru, apabila dari perusahaan yang lama Pekerja/Buruh yang bersangkutan belum mendapatkan THR Keagamaan.

BAB X
PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN
Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Pasal 64
(1) Pengusaha wajib melaporkan kondisi ketenagakerjaannya kepada Dinas.
(2) Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang akan dilakukan wajib dilaporkan kepada Dinas.



Bagian Kedua
Pembinaan 
Pasal 65
0. Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan kerja, kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
0. Pengusaha wajib melaksanakan perlindungan tenaga kerja yang terdiri:
0. Norma Kerja;
0. Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja;
0. Norma Kerja perempuan dan anak; dan
0. Norma Jaminan Sosial  Tenaga Kerja.

Bagian Ketiga
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
Pasal 66
(1)  Setiap Pengusaha wajib  melaksanakan ketentuan waktu kerja.
1. Ketentuan Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
0. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau; 
0. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalm 1 (satu) minggu.
1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi ketentuan waktu kerja sebagaiamana dimaksud dalam ayat (2) wajib :
0. adanya persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan;
0. membayar upah lembur;
0. waktu kerja lembur hanya dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) jam sehari 14 (empat belas) jam seminggu.

Pasal 67
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat kepada pekerja/buruh.
(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
e. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; 
f. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; 
c. istirahat pada Hari Libur Nasional yang ditetapkan Pemerintah; 
d. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
e. Hari pertama dan kedua dalam masa haid bagi Pekerja/buruh perempuan yang merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha 
f. istirahat bagi pekerja perempuan yang melahirkan selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan; 
g. istirahat 1,5 (satu setengah) bulan bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan/bidan). 
Pasal 68
Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Pasal 69
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja antara pukul 23.00 s/d 07.00 berkewajiban untuk :
a.  memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

Bagian Keempat
Pekerja Anak
Pasal 70
1.  Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan dibawah 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
1. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
1. izin tertulis dari orang tua atau wali;
1. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
1. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
1. dilakukan pada siang hari dan tidak menggangu waktu sekolah;
1. keselamatan dan kesehatan kerja;
1. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
1. menerima upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaporkan kepada Dinas.

Pasal 71
(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan- pekerjaan yang terburuk.
(2)  (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
b.	segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atauperjudian;
c.	segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Bagian Kelima
Pekerja Perempuan
Pasal 72
(1) Setiap perusahaan wajib memberikan kebebasan kepada pekerja perempuan yang beragama islam untuk menggunakan jilbab dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja.
(2) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
(3) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
(5) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00 wajib melaporkan kepada Dinas.

Bagian Keenam
Pembinaan 
Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Pasal 73
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : 
a. keselamatan dan kesehatan kerja; 
b. moral dan kesusilaan; dan 
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. 

Pasal 74
(1) Setiap Perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
(2) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 (seratus)  orang dan/atau  menggunakan pesawat, instalasi, mesin, peralatan, bahan, barang dan produk teknis lainnya, baik berdiri sendiri maupun dalam satu kesatuan yang mempunyai potensi kecelakaan, peledakan, kebakaran, keracunan, penyakit akibat kerja,  dan timbulnya bahaya lingkungan kerja, wajib membentuk P2K3 dan memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja umum yang bersertifikat.  
(3) Perusahaan wajib menyediakan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja yang dibutuhkan pekerja.

BAB XI
PENUTUPAN PERUSAHAAN
Pasal 75
(1) Pengusaha berhak melakukan Penutupan Perusahaan (Lock Out) untuk menolak sebagian atau seluruh pekerja menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.
(2) Dalam hal penutupan perusahaan, pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kepada pekerja dan Dinas tentang rencana penutupan perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penutupan perusahaan dilaksanakan.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. Waktu dimulai dan diakhirnya penutupan perusahaan; dan
2. Alasan dan sebab melakukan penutupan perusahaan (Lock Out).
Pasal 76
(1) Dinas bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan (Lock Out).
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang berselisih paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penutupan perusahaan (Lock Out).
(3) Jika ada kata sepakat antara para pihak maka diadakan perjanjian bersama para pihak.
(4) apabila tidak menemui kesepakatan maka masalah dilimpahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

BAB XII
PEMBINAAN 
Pasal 77
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. bimbingan dan penyuluhan di bidang ketenagakerjaan; 
b. bimbingan perencanaan teknis di bidang ketenagakerjaan;dan 
c. pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagakerjaan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait. 
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. 
Pasal 78
(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan. 
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya. 
BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 79
(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Ketenagakerjaan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang–undangan.
(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 80
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 16, Pasal 18, pasal 19 ayat (2), pasal 53, pasal 55, Pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 59, pasal 60, pasal 66, pasal 67. pasal 68, pasal 69, pasal 70, dan pasal 71 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam perundang-undangan.
(2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban pegusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja/buruh.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.


BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 81
(1) Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
a. Teguran;
b. Peringatan tertulis;
c. Pembatalan kegiatan usaha;
d. Pembekuan kegiatan usaha;
e. Pembatalan persetujuan;
f. Pembatalan pendaftaran; dan
g. Pencabutan ijin.
(2) Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 82
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 83
Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini dalam lembaran daerah.
Pasal 84
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal …………

WALIKOTA SERANG,
ttd

                                                                     H. SYAFRUDIN, S.Sos, M.Si

Diundangkan di Serang
pada tanggal …………….
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,
ttd

              TB. URIP HENUS, Spd, M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN ….. NOMOR..








PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR ..... TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM 
bahwa untuk mengatasi masalah dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan guna mendorong percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam pembangunan Kota Serang, perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak dasar tenaga kerja/buruh, dan menjamin kesamaan kesempatan maupun perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha. Serta untuk melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur pada huruf G Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1
	Cukup jelas
Pasal 2
 Cukup jelas
Pasal 3
	Cukup jelas 
Pasal 4
	Cukup Jelas
Pasal 5
	Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup jelas 
Pasal 8 
	Cukup jelas 
Pasal 9 
	Cukup Jelas
Pasal 10
	Cukup Jelas
Pasal 11
	Cukup Jelas
Pasal 12
	Cukup Jelas 
Pasal 13
	Cukup Jelas 
Pasal 14 
	Cukup Jelas
Pasal 15		
	Cukup Jelas
Pasal 16
	Cukup Jelas 
Pasal 17
Cukup Jelas 
Pasal 18
	Cukup Jelas
Pasal 19
	Cukup Jelas
Pasal 20
	Cukup Jelas

Pasal 21
	Cukup Jelas
Pasal 22
	Cukup Jelas 
Pasal 23
	Cukup Jelas
Pasal 24
	Cukup Jelas
Pasal 25
	Cukup Jelas
Pasal 26
	Cukup Jelas 
Pasal 27
	Cukup jelas  
Pasal 28
	Cukup Jelas 
Pasal 29
Cukup Jelas 
Pasal 30
	Cukup Jelas
Pasal 31
	Cukup Jelas 
Pasal 32
	Cukup Jelas
Pasal 33
	Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas

[bookmark: _GoBack]
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR....

